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ABSTRAK 
NURLIYANTI (B111 08 330). Judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) Yang Dilakukan 
Suami Terhadap Istri Dan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 
870/PID.B/2011/PN.MKS)”, di bawah bimbingan M. Syukri Akub sebagai 
pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan untuk 
mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam 
putusan perkara nomor 870/PID.B/2011/PN.MKS. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya pada 
instansi Pengadilan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut 
penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian studi 
kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research) 
dengan tipe penelitian deskriptif, yaitu penganalisaan data yang diperoleh 
dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan 
menggambarkan kenyataan objek. Pendekatan masalah dilakukan secara 
yuridis, yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Data yang 
digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara 
langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan data sekunder 
yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. 
 Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah diketahuinya unsur-unsur 
tindak pidana yang diberlakukan dalam kasus putusan 
No.870/PID.B/2011/PN.MKS. Ini yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta 
hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya 
barang bukti,yakni terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu 
dakwaan primair Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004,dan dakwaan 
subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP,dimana dalam perkara ini majelis 
hakim memutuskan terdakwa terbukti melanggar dakwaan primair yakni 
Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga, majelis hakim mendapatkan keyakinannya  pada 
penilaian terhadap proses sidang, yaitu penilaian terhadap alat-alat bukti 
dan keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keterangan 
terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh 
karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan 
bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan tindak pidana 
kekerasan yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004. 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa 
merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha kuasa sehingga wajib 
dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara 
wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan 
budaya. Di Indonesia tertuang pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyebutkan dengan 
tegas bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. 
Penegasan tersebut mengandung pernyataan bahwa semua warga 
negara, laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan perlakuan 
yang sama. Di samping itu, hak dan kewajibannya tidak ada bedanya 
antara laki-laki dan perempuan. Jadi, segala bentuk diskriminasi 
terhadap kaum perempuan hendaknya ditiadakan. Hal ini tertuang 
dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Wanita. 
Dalam kegiatannya sehari-hari seorang perempuan, sebagai istri 
atau sebagai ibu mempunyai peranan yang penting, yaitu menanamkan 
nilai-nilai dasar kemasyarakatan atau nilai-nilai sosial budaya termasuk 
di dalamnya norma-norma hukum yang berlaku dan yang menyangkut 
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berbagai aspek kehidupan bersama. Pertama-tama memang dilakukan 
di dalam rumah tangga yaitu kepada anak-anaknya, kemudian akan 
dikembangkan kepada masyarakat sekitarnya. 
Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah 
perempuan (istri) dan anak yang harus mendapat perlindungan dari 
Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari 
kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakukan yang 
merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. 
Semua pihak menyetujui peranan anak yaitu anak adalah harapan 
masa depan. Namun, seringkali tidak disadari bahwa anak juga 
memiliki eksistensi. Eksistensi anak sebagai anak, sebagai manusia 
yang merupakan bagian dari totalitas kehidupan dan kemanusiaan. 
Bukankah pada diri setiap anak (semenjak kelahirannya bahkan 
semenjak menjadi janin dalam rahim ibu) melekat hak-hak dasar yang 
tidak bisa diabaikan. Anak merupakan karunia Allah SWT yang harus 
mendapat perlindungan, bimbingan dan pembinaan secara konsisten, 
karena di dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai 
manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang sama 
seperti hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya. 
Secara biologis dan psikologis anak berbeda dengan orang dewasa, 
mereka rentan terhadap segala kondisi dan situasi yang dapat 
mempengaruhi perkembangan jiwanya. Pada umumnya anak masih 
labil sehingga fase anak selalu digambarkan sebagai fase yang sangat 
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penting dalam proses pertumbuhan fisik dan jiwanya. Hal tersebut 
dikarenakan anak termasuk ke dalam kelompok individu yang masih 
memiliki ketergantungan yang erat dengan orang lain, memiliki sifat 
keluguan, serta masih membutuhkan perlindungan dan perawatan yang 
bersifat khusus pula. Bentuk-bentuk dari perlindungan tersebut dapat 
berupa segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh 
anggota keluarga. Namun,pada kenyatannya, justru banyak rumah 
tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi 
tindakan kekerasan. 
Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para 
anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar 
ikatan lahir batin di antara keduanya. Suami dan istri mempunyai hak 
dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan 
pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan 
perbuatan hukum.  
Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri 
di dalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan di muka 
hukum, serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, 
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setia dan saling memberi bantuan lahir batin, bertujuan agar kehidupan 
antara suami istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan-
tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa 
seseorang. Namun, kenyataan berbicara lain karena semakin banyak 
kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat. 
Ketidakpedulian masyarakat dan negara terhadap masalah 
kekerasan dalam rumah tangga karena adanya ideologi gender dan 
budaya patriarki. Gender adalah pembedaan peran sosial dan 
karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis 
kelamin mereka. Pengertian patriarki adalah budaya yang 
menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan 
dengan perempuan. 
Ideologi gender dan budaya patriarki kemudian oleh pemerintah 
dilegitimasi di semua aspek kehidupan. Hal-hal yang berkaitan dengan 
bidang domestik, seperti rumah tangga dan reproduksi dikategorikan 
privat dan bersifat personal, misalnya, relasi suami istri, keluarga, dan 
seksualitas. Hal-hal yang bersifat privat dan domestik ini merupakan hal 
yang berada di luar campur tangan masyarakat/individu lain dan 
negara. 
Ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan yang 
membedakan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan 
perempuan sebagai ibu rumah tangga (pasal 31 Undang-Undang 
Perkawinan) yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-
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olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat 
memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan. 
Kondisi tersebut menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran 
terhadap hak-hak perempuan yang terjadi di dalam ruang lingkup 
privat/domestik ini menjadi tindakan yang tidak dapat dijangkau oleh 
negara. Tindakan-tindakan yang melanggar hak perempuan dan 
seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan aparat, justru 
disingkirkan untuk menjadi urusan keluarga. Selain itu, ada 
kecenderungan dari masyarakat untuk selalu menyalahkan korbannya. 
Hal ini dipengaruhi oleh nilai masyarakat yang selalu ingin tampak 
harmonis. Bahkan, walaupun kejadian dilaporkan, usaha untuk 
melindungi korban dan menghukum para pelaku kekerasan sering 
mengalami kegagalan. Kondisi tersebut terjadi karena kekerasan dalam 
rumah tangga, khususnya terhadap perempuan, tidak pernah dianggap 
sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia. Padahal,kekerasan 
dalam rumah tangga sebenarnya juga merupakan kejahatan terhadap 
individu dan masyarakat yang pelakunya seharusnya dapat dipidana, 
tetapi sulit ditangani (pihak luar) karena dianggap sebagai urusan 
internal suatu rumah tangga. 
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
tidak serta merta akan memenuhi harapan para perempuan yang 
sebagian besar merupakan korban kekerasan dalam mendapatkan 
keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di negara kita yang 
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masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik-praktik yang 
diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai 
kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya. 
Mencermati berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga di 
Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur mengenai 
perlindungan terhadap kekerasan terutama kekerasan dalam rumah 
tangga yaitu pada Bab X mengenai Hak Asasi Manusia, pasal 28B ayat 
(2), pasal 28I ayat (2), dan pasal 28J ayat (1) yaitu yang berbunyi 
sebagai berikut: 
Pasal 28B ayat (2): 
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diksriminasi”. 
 
Pasal 28I ayat (2): 
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 
 
Pasal 28J ayat (1): 
“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. 
 
Berdasarkan pasal 28B ayat (2), pasal 28I ayat (2), dan pasal 28J 
ayat (1) diatas menunjukkan bahwa adanya jaminan yang diberikan 
oleh Negara kepada setiap orang termasuk perempuan (istri)  dan anak 
untuk hidup, tumbuh dan berkembang terbebas dari perlakuan yang 
bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Sehingga sesuai yang 
diamanatkan dalam konstitusi, Negara memiliki tanggung jawab untuk 
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memberikan perlidungan terhadap tindak pidana kekerasan dalam 
rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dan anak. 
Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlidungan 
terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan 
suami terhadap istri dan anak seperti yang diamanatkan dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam 
Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitan 
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 
rumah tangga. 
 Sehubungan dengan hal tersebut maka Undang-Undang Negara 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan “payung hukum” bagi 
para perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga 
khususnya dalam perkara tindak pidana pada putusan 
No.870/PID.B/2011/PN.MKS. 
Filosofi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga ini dibuat adalah untuk menyetarakan kesetaraan gender 
antara laki dan perempuan, seringkali kekerasan tersebut 
dimungkinkan tidak ada saksi yang melihat dan mengetahui kejadian 
secara langsung. Oleh sebab tindak pidana sebagaimana dimaksud 
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dalam Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga 
hampir sama dengan delik perkosaan dan pencabulan (dimungkinkan 
tidak ada saksi selain saksi korban dan keterangan tersangka dan/atau 
pelaku). Menjawab hambatan ini, dalam pasal 55 Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga  memberikan jawaban 
dengan tegas bahwa saksi korban dalam kekerasan dalam rumah 
tangga sudah cukup selama ditunjang dengan alat bukti lain. LBH APIK 
Jakarta mencatat dengan jelas bahwa korban yang melapor dan/atau 
meminta bantuan hukum kepada LBH APIK Jakarta dalam kasus 
Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebanyak 324 kasus. Fakta-
fakta dalam menempuh upaya hukum para korban (survivor) banyak 
sekali medapat hambatan. 
1. Banyak sekali aparat penegak hukum (polisi, penuntut umum, 
hakim) yang masih berpedoman bahwa kesaksian seorang 
saksi bukanlah suatu kesaksian (unus testis nullus testis). 
Jikalau kita memahami dengan lebih komprehensif, kekerasan 
dalam rumah tangga jelas sekali dimungkinkan tidak ada saksi 
lain selain saksi korban. Oleh karena pelaku kekerasan dan 
korban kekerasan dalam rumah tangga tinggal dalam suatu 
tempat tinggal yang sama, dan perbuatan kekerasan dalam 
rumah tangga itu sendiri seringkali terjadi didalam rumah tepat 
tinggal tersebut. 
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2. Cara pandang masyarakat Indonesia yang masih menganut 
budaya patriakhis dan kurang memahami konsep kesetaraan 
gender. Biasanya istri selalu dipersalahkan, apabila suaminya 
melakukan perbuatan kekerasan terhadap istrinya. 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Untuk membatasi pembahasan yang terlalu meluas, maka dalam 
skripsi ini akan dibahas beberapa permasalahan yang dianggap relevan 
dengan judul skripsi. Adapun rumusan masalah yang akan 
dikembangkan dan diuraikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara dengan Putusan 
No. 870/PID.B/2011/PN.MKS? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah 
tangga dalam perkara dengan Putusan No. 
870/PID.B/2011/PN.MKS? 
 
C. Tujuan Penulisan 
Berdasarkan rumusan masalah, yang menjadi tujuan dari penulisan 
ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap 
pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap 
Istri dan Anak. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana pada pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga terhadap Istri dan Anak. 
 
 
D. Manfaat Penulisan 
 Manfaat dari penelitian ini antara lain,  yaitu: 
1. Manfaat Pribadi/Individu, yaitu : 
Untuk menambah pengetahuan dan pedoman dalam penyelesaian 
perkara yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga khususnya 
tindak pidana kekerasan terhadap istri dan anak. 
2. Manfaat pada Masyarakat, yaitu : 
 Meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman 
kepada masyarakat berkenaan dengan adanya Undang-Undang 
No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-Undang no.4 Tahun 1979 
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tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No.23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan anak. 
 Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mengubah 
paradigma sosial bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan 
lagi persoalan ranah domestik, tetapi ranah hukum (kategori 
tindak pidana). Dengan demikian, masyarakat hendaknya memiliki 
kesadaran dan kontrol sosial secara optimal untuk mencegah 
terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian-pengertian 
1. Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”, di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan 
mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu 
sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang 
berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus besar 
Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: 
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.” 
 
Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (strafbaar feit) memuat 
beberapa unsur yakni: 
1. Suatu perbuatan manusia; 
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang; 
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung 
jawabkan. 
Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai 
definisi strafbaar feit telah melahirkan beberapa rumusan atau 
terjemahan mengenai strafbaar feit itu sendiri,yaitu : 
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Mulyatno (Teguh Prasetyo, 2011:48) menerjemahkan istilah 
strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah 
“perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan 
manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di 
mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Wirjono Prodjodikoro 
(Teguh Prasetyo, 2011:48) menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan 
peristiwa pidana. Peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu 
kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun 
oleh gejala alam. 
Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana 
adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam 
dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan 
yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh 
hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang 
sebenarnya diharuskan oleh hukum). 
Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam 
dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut 
terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu: 
a. Unsur objektif. 
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di 
mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. 
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b. Unsur subjektif. 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 
dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala 
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
  
2. Tindak Kekerasan 
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk 
perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-
bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan 
pidana tertentu,seperti pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian. 
Pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: 
“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan 
menggunakan kekerasan”. 
 
Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan 
tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-
bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” 
adalah tidak mempunyai kekuatan ataupun tenaga sama 
sekali,sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Akan 
tetapi,pada pasal-pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik 
(ancaman kekerasan). 
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 Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi 
dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan,maka 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu memberikan suatu batasan 
tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. 
Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan 
terhadap Perempuan (Moerti Hadiati Soeroso, 2010:60),bahwa : 
“kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan 
berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin 
berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, 
seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, 
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-
wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan 
pribadi.” 
 
Adapun kekerasan terhadap anak adalah : 
“Setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat 
kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang 
terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.” 
 
Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa tindak kekerasan 
tidak hanya berupa tindakan fisik,melainkan juga perbuatan nonfisik 
(psikis). Tindakan fisik langsung bias dirasakan akibatnya oleh korban 
serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) 
yang bisa merasakan langsung hanyalah korban itu sendiri,karena 
tindakan tersebut langsung dialami korban tersebut sendiri dan secara 
langsung menyinggung hati nurani dan perasaan seseorang. 
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3. Rumah Tangga 
Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat 
yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Rumah tangga itu 
sendiri secara umum terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di 
Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang 
ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, saudara kandung/tiri, 
keponakan atau keluarga yang lain. Di samping itu juga terdapat 
pembantu rumah tangga yang bekerja pada keluarga dan pada 
umumnya tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah / satu atap. 
 Terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya 
bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Namun selama ini, selalu 
dirahasiakan oleh keluarga maupun korban sendiri. Budaya masyarakat 
ikut berperan dalam hal ini, karena tindakan kekerasan apapun 
bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau sebuah 
keluarga adalah merupakan masalah keluarga, di mana orang luar tidak 
boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut 
adalah aib keluarga yg tidak boleh diketahui oleh orang lain dan harus 
ditutupi (Moerti Hadiati Soeroso, 2010:61). 
 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Menyatakan bahwa: 
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.” 
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 Tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga 
yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang 
sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, 
harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng 
(kekal), antara suami istri harus selalu saling menjaga, agar rumah 
tangga tetap harmonis. Karena perbedaan pendapat antara suami dan 
istri adalah suatu hal wajar, sehingga perlu adanya komunikasi yang 
sehat antara keduanya. Di samping itu, karena anak-anak dan sanak 
saudara yang tinggal di rumah tersebut mempunyai karakter yang 
berbeda-beda, maka perlu adanya saling pengertian, tenggang rasa 
dan saling menghormati. 
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 
ditentukan juga prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan 
dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Asas-asas 
atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini antara 
lain tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang 
kekal, bahagia lahir dan batin. Untuk itu suami istri harus saling 
membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat 
mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan. 
Dengan demikian kata “rumah tangga” mencakup pengertian dan 
memberikan gambaran yang kuat adanya kehangatan, rasa aman dan 
cinta kasih. 
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Dalam hal penelantaran keluarga, banyak pula aparat penegak 
hukum yang hanya melihat formalitasnya saja ketika suami 
memberikan nafkah kehidupan kepada anak dan istrinya.  Hak dan  
kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, 
baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan 
masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga 
(keluarga) dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan 
istri. Namun,dalam kenyataannya dalam kehidupan rumah tangga yang 
kelihatannya serasi dan bahagia, tindak kekerasan seringkali terjadi. 
Cukup banyak kesaksian yang menunjukkan kedua perilaku, baik yang 
sifatnya menyayangi maupun yang bersifat kekerasan,terjadi bersama-
sama dalam sebuah rumah tangga. 
 Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk 
mewujudkan keluarga yang bahagia, kadang-kadang terhambat oleh 
berbagai permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Mereka 
pada umumnya menganggap bahwa permasalahan rumah tangga 
merupakan masalah yang sangat pribadi. Selain itu, juga dianggap 
sebagai hak laki-laki (suami) atas tubuh istrinya sendiri yang resmi 
dinikahi. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, 
disebutkan bahwa: 
(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 
hidup bersama dalam masyarakat. 
(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. 
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Namun, pasal ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan 
“ibu rumah tangga”. Pencantuman istilah tersebut seakan-akan 
membatasi ruang gerak istri (perempuan) hanya di ranah domestik 
saja. Padahal kenyataannya banyak kaum istri yang merambah ke 
ranah publik, serta menjalankan profesi sesuai dengan kemampuan 
intelektualitasnya. 
 
4. Anak dan Hak-hak Anak 
Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah 
berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi 
penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang 
dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang 
berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak 
terkecuali Indonesia.perlindungan anak Indonesia berarti melindungi 
potensi sumber daya insan dan membangun manusia Indonesia 
seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
 Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini 
mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi 
pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: 
“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa 
kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas 
perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat 
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan 
dengan wajar”. 
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Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa 
perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang 
benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. 
 Diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia 
dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi 
dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang 
merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Di sini yang 
menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak 
sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban; motivasi seseorang 
untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan 
perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak 
mendapat perlindungan mental, fisik dan sosial dari orang tua, anggota 
masyarakat dan Negara. Pandangan-pandangan tersebut jelas 
berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak 
terkecuali manusia yang disebut dengan “anak”.  
 Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, 
merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib 
diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan 
perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat 
hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kesehatan 
perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan 
kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang 
membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan 
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kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak 
setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan 
kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut 
pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. 
 Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada 
mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih saying dari 
orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus 
diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. 
 Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-
hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, 
seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 
1990 pada tangggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari 
Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the 
Rights of the Child); Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Secara rinci dapat dilihat pada yang berikut ini: 
Hak-hak Anak dalam Konvensi PBB (KepPres No. 36 Tahun 1990): 
 Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukauaman. 
 Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk 
kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan. 
 Tugas Negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan 
kewajiban orang tua serta keluarga. 
 Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban Negara menjamin 
perkembangan dan kelangsungan hidup anak. 
 Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui 
dan diasuh orang tuanya. 
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 Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan 
keluarga. 
 Hak untuk tinggal bersama orang tua. 
 Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan. 
 Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. 
 Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat. 
 Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan. 
 Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, 
penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) 
serta penyalahgunaan seksual. 
 Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan kehidupan 
pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah). 
 Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi 
kewajiban negara. 
 Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi. 
 Hak perawatan khusus bagi anak cacat. 
 Memperoleh pelayanan kesehatan. 
 Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial). 
 Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, 
mental dan sosial. 
 Hak anak atas pendidikan. 
 Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat 
dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya. 
 Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi. 
 Perlindungan dari penggunaan obat terlarang. 
 Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual. 
 Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan 
anak. 
 Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek 
kesejahteraan anak. 
 Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi. 
 Hukum acara peradilan anak. 
 Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar 
pengadilan. 
 
Hak-hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak (Pasal 2 sampai Pasal 8): 
 Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 
berdasarkan kasih saying baik dalam keluarganya maupun di dalam 
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. 
 Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan 
dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan 
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kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan 
berguna. 
 Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa 
dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. 
 Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang 
dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 
perkembangan dengan wajar. 
 Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama 
mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan. 
 Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan 
oleh negara atau orang atau badan. 
 Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam 
lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan 
wajar. 
 Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan 
asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan 
yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. 
 Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah 
dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan 
putusan hakim. 
 Anak cacat memperoleh palayanan khusus untuk mencapai tingkat 
pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan 
kesanggupan anak yang bersangkutan. 
 Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan 
anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, 
agama, pendirian politik dan kedudukan sosial. 
 
 
Hak-hak Anak dalam Pasal 4 dan 18 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : 
 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan. 
 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir 
dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, 
dalam bimbingan orang tua. 
 Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan 
diasuh oleh orang tuanya sendiri. 
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 Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin 
tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka 
anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau 
anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. 
 Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 
dengan minat dan bakatnya. 
 Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak 
memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang 
memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. 
 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 
menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat 
kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan 
nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 
 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu 
luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan 
berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya 
demi pengembangan diri. 
 Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh 
rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan 
sosial. 
 Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak 
lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak 
mendapat perlindungan dari perlakuan; diskriminasi; eksploitasi; baik 
ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan 
penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya. 
 Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali 
jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan 
bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak 
dan merupakan pertimbangan terakhir. 
 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 
penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa 
bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam 
peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam 
peperangan. 
 Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak 
manusiawi. 
 Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan 
hukum. 
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 Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya 
dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya 
dilakukan sebagai upaya terakhir. 
 Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak: mendapatkan 
perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari 
orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya 
secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 
membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak 
yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup  untuk umum. 
 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual 
atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. 
 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 
 
 
B. Dasar Hukum 
Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(HAM) 
 Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi 
mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Wanita 
C. Jenis Tindak Pidana 
Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis 
tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam 
sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau 
mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian 
pula halnya dengan tindak pidana. 
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KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke 
dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga 
masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. 
Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak 
dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. 
1. Kejahatan dan Pelanggaran 
KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan 
pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan 
mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya 
diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, 
tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. 
Dengan mencoba membedakan bahwa kejahatan merupakan 
rechtsdelict atau delik hukum dan pelanggaran merupakan wetsdelict 
atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum 
yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti 
pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. 
Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan 
oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai 
SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor dijalan umum. Di 
sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan. 
2. Delik Formil dan Delik Materiil 
Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian 
rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan 
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itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak 
pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan 
timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat 
penyelesaian tindak pidana,melainkan semata-mata pada 
perbuatannya. 
Sebaliknya, pada delik materiil inti larangan adalah menimbulkan 
akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan 
akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan 
dipidana. 
3. Delik Dolus dan Delik Culpa 
Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. 
Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan. 
4. Delik Commissionis dan Delik Omissionis 
Delik Commissionis tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat 
mengambil, menganiaya, menembak, mengancam dan sebagainya. 
Delik omissionis dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang 
menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak 
melaporkan adanya pemufakatan jahat) (Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana). 
5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan) 
Delik aduan (klachtdelict) adalah tindak pidana yang dapat 
dilakukan penuntutan pidana  apabila terlebih dahulu adanya 
pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban 
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atau wakilnya, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau 
orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang 
berhak. 
Delik biasa (bukan aduan) adalah tindak pidana yang untuk 
dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan 
adanya pengaduan dari yang berhak. 
 
D. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Karena kekerasan sebagaimana tersebut di atas terjadi dalam 
rumah tangga. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang 
menimpa istri dan anak adalah: 
1. Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan 
istri dan anak menderita sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat 
tindakan tersebut. 
2. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan 
hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa 
merespon secara normal ajakan berhubungan seks. 
3. Kekerasan psikologis dapat berdampak istri dan anak merasa 
tertekan,trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, 
kurang bergaul serta depresi yang mendalam. 
4. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya pemenuhan 
kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya. 
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E. Faktor Pendorong dan Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. 
1. Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. 
Untuk mengetahui faktor pendorong atau penyebab seseorang 
melakukan kejahatan, kita tinjau hal-hal yang terdapat kriminologi. 
Karena menurut  Sutherland and Cressey (Moerti Hadiati 
Soeroso,2010:74), Kriminologi adalah himpunan pengetahuan 
mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam 
ruang lingkupnya adalah proses pembuatan perundang-undangan, 
pelanggaran perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan 
dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran tersebut. 
Peletak dasar Mazhab Antropologis adalah Cesare Lombroso 
(Moerti Hadiati Soeroso,2010:75)yang menyatakan bahwa sebab-
sebab timbulnya kejahatan adalah karena penyebab dalam, yang 
bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak, dan rohani 
seseorang, sedangkan menurut Mazhab Sosiologis faktor penyebab 
utama dari kejahatan adalah tingkatan (nivean-theorie) penjahat dan 
lingkungannya (millieu-theorie) yang tidak menguntungkan. Tokoh yang 
mengemukakan ajaran ini adalah Manouvrier dan Lacassagne (Moerti 
Hadiati Soeroso,2010:75). Aliran yang ketiga yaitu Mazhab 
Biososiologis menggunakan theorie convergentie (gabungan) sebagai 
penyebab kejahatan. Tokoh Mazhab ini adalah Ferry dan Van 
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Bemmelen (Moerti Hadiati Soeroso,2010:75). Menurut ajaran ini, 
timbulnya berbagai bentuk kejahatan dipengaruhi oleh sederetan faktor-
faktor, di mana watak dan lingkungan seseorang banyak berperan. 
Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sifat, bakat, watak, intelek, 
pendidikan, dan pengajaran, suku bangsa, seks, umur, kebangsaan, 
agama, ideologi pekerjaan, keadaan ekonomi, dan keluarga. Kejadian 
demi kejadian, periode demi periode. Kekuatan-kekuatan relatif dari 
watak dan lingkungan silih berganti atau bersamaan berpengaruh 
terhadap seseorang. 
Dengan demikian faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam 
rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor tersebut. 
Artinya dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi 
dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. 
Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan 
ditangani oleh lembaga-lembaga bantuan hukum. 
Menurut sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan 
keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat 
digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku 
kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak 
kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau 
frustasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi 
dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. 
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Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-
temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan 
berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak 
kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar 
anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka 
menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa 
kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal 
kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan 
marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya 
akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami, atau anak-
anak. 
Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. 
Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat 
melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang 
menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi yang 
berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak 
dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan 
sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotype bahwa laki-laki 
adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan 
harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini 
menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh 
suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah 
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kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan 
sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga. 
Adanya perubahan pada tingkat pendidikan dan jenis pekrjaan 
yang dimiliki oleh perempuan, khususnya di kota-kota besar juga 
menambah beban pada kaum laki-laki. Kini banyak perempuan yang 
bekerja di luar rumah dan memiliki penghasilan sendiri yang baik. Tidak 
jarang penghasilan mereka lebih besar daripada penghasilan suami. 
Padahal secara normatif, laki-laki adalah kepala keluarga yang 
seharusnya member nafkah kepada keluarga dan memiliki hak yang 
lebih daripada istri. Keadaan ini menimbulkan munculnya tindak 
kekerasan dalam rumah tangga. 
 
2. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Secara Umum 
Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-
bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini (Moerti Hadiati 
Soeroso,2010:80). 
a. Kekerasan Fisik 
1) Pembunuhan : 
a) Suami terhadap istri atau sebaliknya; 
b) Ayah terhadap anak dan sebaliknya; 
c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi 
oleh ibu); 
d) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya; 
e) Anggota keluarga terhadap pembantu; 
f) Bentuk campuran selain tersebut di atas. 
 
2) Penganiayaan: 
a) Suami terhadap istri atau sebaliknya; 
b) Ayah terhadap anak dan sebaliknya; 
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c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi 
oleh ibu); 
d) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya; 
e) Anggota keluarga terhadap pembantu; 
f) Bentuk campuran selain tersebut di atas. 
 
3) Perkosaan: 
a) Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri 
dan anak kandung maupun anak tiri; 
b) Suami terhadap adik/kakak ipar; 
c) Kakak terhadap adik; 
d) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah 
tangga; 
e) Bentuk campuran selain tersebut di atas. 
 
b. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional, seperti: 
1) Penghinaan; 
2) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan 
melukai harga diri pihak istri; 
3) Melarang istri bergaul; 
4) Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang 
tua; 
5) Akan menceraikan; 
6) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain. 
 
c. Kekerasan Seksual, meliputi: 
1) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya; 
2) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak 
dikehendaki atau disetujui oleh istri; 
3) Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri 
sedang sakit atau menstruasi; 
4) Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya. 
 
d. Kekerasan ekonomi, berupa: 
1) Tidak member nafkah kepada istri; 
2) Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk 
mengontrol kehidupan istri; 
3) Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai 
oleh suami. 
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3. Sebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  
Berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, 
yaitu sebagai berikut. 
1. Kekerasan rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan 
emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal dari 
kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak 
dikehendaki, maaupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan 
dan ditujukan kepada anggota keluarga terhadap anggota keluarga 
yang lain. Proses yang berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga 
terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang 
pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi 
sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat 
dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa 
berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan. 
Tindakan lain yang mengiringi terkadang terjadi pengrusakan bahkan 
bunuh diri. Puncak perbuatan tersebut dilakukan sebagai jalan pintas 
untuk mengatasi persoalannya, karena cara lain dianggap tidak 
mampu menyelesaikannya. Perbuatan bunuh diri dapat 
dikategorikan tindakan kekerasan terhadap diri sendiri, karena 
dirinya tidak mampu untuk mengatasi persoalannya. 
2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi 
ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan 
tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika 
35 
 
(spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang 
lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri 
dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan 
oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga 
kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh 
nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan 
memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam 
bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan 
terhadap anggota keluarga lainnya. 
 
4. Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut 
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 
Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut 
Pasal 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu : 
1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, 
jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004). 
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, 
rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada 
seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). 
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang 
dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah 
tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan 
seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya 
dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 
8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). 
4. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian 
kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam 
lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku 
baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib 
memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada 
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orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang 
yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di 
luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Pasal 
9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). 
 
5. Karakteristik Pelaku dan Korban Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga 
Karakteristik perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga 
adalah sebagai berikut: 
1. Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (self esteem) yang 
rendah, sehingga cenderung pasrah, mengalah. 
2. Percaya pada semua mitos yang “memaklumi sikap kasar” suami 
pada istri. 
3. Tradisionalis; percaya pada keutuhan keluarga, stereotype feminine. 
4. Merasa bertanggung jawab atas kelakuan suaminya. 
5. Merasa bersalah, menyangkut terror dan kemarahan yang dirasakan. 
6. Berwajah tidak berdaya, tetapi sangat kuat dalam menyembunyikan 
keadaan yang sebenarnya. 
7. Stres yang dideritanya menimbulkan keluhan fisik tertentu (sakit 
kepala, gangguan pencernaan, dan sebagainya). 
8. Menggunakan seks sebagai cara untuk membina kelangsungan 
hubungan dengan suami. 
9. Diperlakukan seperti “anak kecil ayah” (pantas untuk dimarahi, 
dihukum dan sebagainya). 
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10. Yakin bahwa tidak ada orang lain yang mampu menolong 
penderitaannya. 
Karakteristik korban tersebut diperoleh dari berbagai kasus yang 
ditangani, karena antara korban yang satu dengan lainnya tentu 
mempunyai ciri-ciri dan faktor penyebab yang berbeda. 
 Adapun karakteristik pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yaitu 
sebagai berikut. 
1. Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (self-esteem) yang 
tinggi (sehingga dimunculkan sikap sangat berkuasa). 
2. Percaya pada semua mitos tentang kewajaran laki-laki mendominasi 
istrinya. 
3. Tradisionalis; percaya pada superioritas laki-laki, stereotipe sifat 
maskulin. 
4. Menyalahkan orang lain sebagai pemicu kemarahannya. 
5. Memiliki kecemburuan yang berlebihan, sehingga mudah curiga. 
6. Tampil dengan “kepribadian ganda”. 
7. Menjadikan stres sebagai alasan untuk mengasari istrinya. 
8. Menggunakan seks sebagai bentuk agresif yang seringkali 
digunakan untuk mengatasi ketidakberdayaannya. 
9. Menderita kekerasan di masa kecilnya. 
10. Tidak percaya bahwa perilakunya mengandung akibat negatif. 
Setelah mengetahui karakteristik pelaku dan korban kekerasan 
dalam rumah tangga, maka bisa dimaklumi bahwa untuk mengungkap 
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masalah kekerasan dalam rumah tangga, sangat sulit. Apalagi korban 
yaitu para istri yang mengalami penderitaan tersebut menyerah pada 
apa yang dialaminya. Oleh karena itu, partisipasi perempuan (istri) 
sangat diharapkan dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. 
 
6. Kedudukan dan Peranan Perempuan 
Dalam sejarah dunia maupun sejarah Indonesia, dapat kita ketahui 
bahwa perempuan telah mempunyai kedudukan dalam pemerintahan 
dengan munculnya perempuan sebagai kepala pemerintahan. 
Kemudian dari sejarah kita ketahui adanya pahlawan-pahlawan 
perempuan yang ikut serta berjuang merebut kemerdekaan. Peran 
serta kaum perempuan tersebut menunjukkan pengakuan akan 
eksistensi kaum perempuan di berbagai bidang. 
 Selanjutnya, yang dimaksud dengan kedudukan ialah kumpulan 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang dimiliki oleh seseorang 
dalam menghadapi atau berinteraksi dengan orang lain. Kedudukan 
perempuan mempengaruhi peranan yang dilakukannya, sebaliknya 
kedudukan perempuan dapat dipengaruhi oleh peranannya dalam 
usaha memperbaiki kedudukannya. 
 Perempuan pada umumnya dianggap sebagai makhluk yang 
lemah, sehingga kadang-kadang mengalami penghinaan, penindasan 
atau pelecehan. 
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Adapun kedudukan dan peranan perempuan pada umumnya dapat 
dibagi menjadi dua fungsi, yaitu : 
1. Perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga dan anggota 
keluarga, yang disebut fungsi intern. 
2. Perempuan sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang 
bergerak dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, dapat disebut 
fungsi ekstern. 
Hukum tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang 
kedudukan perempuan dalam keluarga adalah Undang-Undang No.1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, 
yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Dalam undang-
undang tersebut dicantumkan batasan kedudukan suami dan istri 
dengan jelas. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini,penelitian dilakukan dengan 
mengambil lokasi di Makassar yaitu di Pengadilan Negeri Makassar. 
Alasan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Makassar disebabkan 
hubungan judul skripsi yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat 
penelitian. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh baik melalui penelitian lapangan maupun 
metode penelitian kepustakaan dapat digolongkan dalam dua jenis, 
yaitu: 
1. Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar. 
2. Data Sekunder 
Yaitu data yang dikumpulkan melalui studi kasus pada putusan 
No.870/PID.B/2011/PN.MKS. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Metode Penelitian : 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui 
metode Penelitian Kepustakaan dan metode Penelitian Lapangan: 
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1. Studi Kepustakaan (Library Research) 
Yaitu suatu cara untuk memperoleh bahan-bahan keterangan dari 
literatur, undang-undang dan bahan bacaan lain yang berhubungan 
dengan penyusunan skripsi. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara 
langsung pada objek-objek atau sumber data untuk mendapatkan 
data yang akurat dan objektif, maka dilaksanakan penelitian 
lapangan dengan mengadakan wawancara mendalam, yaitu cara 
pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan 
secara sistematis dan mendalam terhadap responden kunci (Hakim 
Pengadilan Negeri) sesuai dengan tujuan penelitian. 
2. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara (interview), yakni penulis mengadakan tanya jawab 
dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang 
dibahas. 
b. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara 
mencatat dan mengamati dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan 
dengan permasalahan yang akan dikaji. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan 
diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis 
terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan 
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menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan 
dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep 
doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan 
dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut 
kategori untuk memperoleh kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Ketentuan Pidana Yang Diterapkan Dalam Kasus 
Putusan No.870/PID.B/2011/PN.MKS. 
 
Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang diterapkan 
dalam kasus putusan No. 870/PID.B/2011/PN.MKS. Perlu diketahui 
terlebih dahulu penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan 
Negeri Makassar yang bersidang di Makassar yang memeriksa dan 
mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam 
perkara terdakwa: 
Nama    : Heryanto alias Anto 
Tempat lahir   : Makassar 
Umur / tgl lahir  : 18 tahun / 14 April 1993 
Jenis kelamin  : Laki-Laki 
Kebangsaan   : Indonesia 
Tempat tinggal  : Jln. Maccini Sombala RW 05 Makassar 
Agama   : Islam 
Pekerjaan   : Juru Parkir 
Pendidikan   : - 
1. Dakwaan Penuntut Umum 
Pertama : 
 Bahwa ia terdakwa HERYANTO Als. ANTO, pada hari Sabtu 
tanggal 09 April 2011 sekitar jam 09.00 wita dan Minggu tanggal 10 
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April 2011 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 
2011, bertempat di Jl. Maccini Sombala RW 05 Makassar atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat-tempat lain dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan kekerasan fisik dalam 
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 
terhadap saksi korban bernama Pr. SARIKA DEWI alias RIKA (istri 
terdakwa) dan ANDRI GUSTIAWAN (anak terdakwa) yang 
menyebabkan luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai 
berikut : 
Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 sekitar jam 
09.00 wita di rumah kos terdakwa di Jl. Jembatan Merah RW 03 
Makassar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak 
kandungnya Andri Gustiawan dengan menindis pipi kanan dengan 
menggunakan kepalan tangan kanannya menyebabkan pipinya 
kebiruan adapun alasan kenapa terdakwa memukul anaknya karena 
sering menangis, keesokan harinya pada tanggal 10 April 2011 korban 
pergi kerumah mertuanya di Jalan Maccini Sombala Makassar, sekitar 
pukul 21.00 wita terdakwa datang kerumah orang tuanya dimana istri 
dan anaknya berada disana, sebelumnya terdakwa kerumah kosnya di 
Jl. Jembatan Merah RW.03 Makassar tetapi tidak menemui istri dan 
anaknya disana akhirnya terdakwa merasa kesal setelah sampai 
kerumah orang tuanya langsung mencari istrinya lalu melakukan 
penganiayaan dengan memukulnya dengan sapu hingga patah kearah 
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bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang pinggang 
kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menarik rambut yang 
menyebabkan korban Sarika Dewi (istri terdakwa) merasa sakit atau 
mengalami luka. 
Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Visum Et Repertum dari 
Rumah Bhayangkara Makassar Nomor : VER/17/IV/2011/RUMKIT 
tanggal 11 April, yang ditanda tangani oleh Dr. Hairul Anwar, yang hasil 
pemeriksaannya terhadap saksi korban Ny.Rika, yang pokoknya 
menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut : dari hasil 
pemeriksaan ditemukan nyeri tekan pada puncak kepala dan bekas 
luka pada punggung sebelah kiri. Perlukaan tersebut sesuai dengan 
perlukaan trauma tumpul. Luka tidak menimbulkan halangan dalam 
pekerjaan (luka derajat ringan). 
Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Visum Et Repertum dari 
Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : 
VER/16/IV/2011/RUMKIT tanggal 11 April 2011, yang ditanda tangani 
oleh dokter Hairul Anwar hasil pemeriksaan terhadap saksi korban 
Andri Gustiawan, yang pokoknya menerangkan dengan kesimpulan 
sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan ditemukan dua buah luka 
memar berwarna biru kehijauan masing-masing di pipi kiri dan kanan, 
satu buah luka memar berwarna kehijauan diperut sebelah kanan dan 
satu buah luka memar berwarna ungu kebiruan dipunggung tangan 
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kanan. Perlukaan ini sesuai dengan trauma akibat kekerasan trauma 
tumpul. 
o Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Kedua : 
Bahwa ia terdakwa HERYANTO als. ANTO pada waktu dan tempat 
yang HERYANTO alias ANTO, pada waktu dan tempat sebagaimana 
diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, telah melakukan 
Penganiayaan terhadap saksi korban SARTIKA DEWI  alias RIKA 
(istrinya) dan ANDRI GUSTIAWAN (anaknya), perbuatan mana 
dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : 
Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 sekitar jam 
09.00 wita di rumah kos terdakwa di Jl. Jembatan Merah RW 03 
Makassar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak 
kandungnya Andri Gustiawan dengan menindis pipi kanan dengan 
menggunakan kepalan tangan kanannya menyebabkan pipinya 
kebiruan adapun alasan kenapa terdakwa memukul anaknya karena 
sering menangis, keesokan harinya pada tanggal 10 April 2011 korban 
pergi kerumah mertuanya di Jalan Maccini Sombala Makassar, sekitar 
pukul 21.00 wita terdakwa datang kerumah orang tuanya dimana istri 
dan anaknya berada disana, sebelumnya terdakwa kerumah kosnya di 
Jl. Jembatan Merah RW.03 Makassar tetapi tidak menemui istri dan 
47 
 
anaknya disana akhirnya terdakwa merasa kesal setelah sampai 
kerumah orang tuanya langsung mencari istrinya lalu melakukan 
penganiayaan dengan memukulnya dengan sapu hingga patah kearah 
bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang pinggang 
kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menarik rambut yang 
menyebabkan korban Sarika Dewi (istri terdakwa) merasa sakit atau 
mengalami luka. 
Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Visum Et Repertum dari 
Rumah Bhayangkara Makassar Nomor : VER/17/IV/2011/RUMKIT 
tanggal 11 April, yang ditanda tangani oleh Dr. Hairul Anwar, yang hasil 
pemeriksaannya terhadap saksi korban Ny.Rika, yang pokoknya 
menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut : dari hasil 
pemeriksaan ditemukan nyeri tekan pada puncak kepala dan bekas 
luka pada punggung sebelah kiri. Perlukaan tersebut sesuai dengan 
perlukaan trauma tumpul. Luka tidak menimbulkan halangan dalam 
pekerjaan (luka derajat ringan). 
Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil Visum Et Repertum dari 
Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : 
VER/16/IV/2011/RUMKIT tanggal 11 April 2011, yang ditanda tangani 
oleh dokter Hairul Anwar hasil pemeriksaan terhadap saksi korban 
Andri Gustiawan, yang pokoknya menerangkan dengan kesimpulan 
sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan ditemukan dua buah luka 
memar berwarna biru kehijauan masing-masing di pipi kiri dan kanan, 
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satu buah luka memar berwarna kehijauan diperut sebelah kanan dan 
satu buah luka memar berwarna ungu kebiruan dipunggung tangan 
kanan. Perlukaan ini sesuai dengan trauma akibat kekerasan trauma 
tumpul. 
o Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
 
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan 
memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara terdakwa: 
Nama    : Heryanto alias Anto 
Tempat lahir   : Makassar 
Umur / tgl lahir  : 18 tahun / 14 April 1993 
Jenis kelamin  : Laki-Laki 
Kebangsaan   : Indonesia 
Tempat tinggal  : Jln. Maccini Sombala RW 05 Makassar 
Agama   : Islam 
Pekerjaan   : Juru Parkir 
Pendidikan   : - 
 
 Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa 
tanggal 10 Juni 2011 Nomor : B-724/R.4.10/Ep.1/06/2011, terdakwa 
dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : 
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-Pertama : Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
 
--------------------------------------------- Atau ------------------------------------- 
-Kedua  : Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
 
 Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-
turut berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, 
keterangan terdakwa dan barang bukti ----------------------------------------- 
 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka 
sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui 
bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan dengan dakwaan 
sebagai berikut: 
- Pertama : Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
 
------------------------------------------------ Atau ---------------------------------- 
- Kedua  : Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
 
 Bahwa oleh karena dakwaan kami disusun secara alternatif, maka 
kami akan langsung membuktikan dakwaan yang kami anggap paling 
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terbukti yakni dakwaan Pertama Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang 
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
1) Setiap orang. 
2) Melakukan perbuatan kekerasan fisik. 
3) Dalam lingkup rumah tangga. 
4) Yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan anak. 
 
1) Unsur setiap orang. 
Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek 
hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum 
sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan di depan 
hukum. 
Bahwa terdakwa HERYANTO alias ANTO sejak proses penyidikan, 
penuntutan dan hingga pemeriksaan dalam persidangan telah mampu 
mengikuti tahapan pemeriksaan serta menjawab pertanyaan yang 
diajukan kepadanya dengan baik, sehingga perbuatan yang 
dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum. 
Perbuatan terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf dan 
pembenar menurut ketentuan hukum yang berlaku. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
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2) Unsur melakukan kekerasan fisik. 
Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah suatu 
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan. 
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan 
yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan 
didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri didalam 
persidangan, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu 
tanggal 09 April 2011 sekitar jam 09.00 wita dan hari Minggu tanggal 10 
April 2011, bertempat di Jl. Maccini Sombala RW 05 Makassar, 
terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak kandung 
terdakwa sendiri yakni saksi korban Lk. Andri Gustiawan dengan cara 
mengepalkan tinju kewajahnya sehingga menyebabkan memar dan 
memukul isterinya dengan sapu ijuk sebanyak 1(satu) kali dan 
menendangnya, adapun alasan terdakwa memukul anaknya karena 
pusing anaknya menangis terus dan memukul isterinya karena kesal 
pada saat pulang kerumah kosnya di jembatan merah tidak menemui 
isteri dan anaknya sehingga mencari kemudian menemukan isterinya 
dirumah orang tuanya lalu memukulnya memakai sapu ijuk dan 
menendangnya, akibat perbuatan terdakwa korban anaknya mengalami 
memar pada wajahnya dan isterinya mengalami nyeri pada kepala dan 
luka pada punggung kiri. 
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Hal tersebut dikuatkan pula dengan alat bukti surat uang diajukan 
didepan persidangan berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit 
Bhayangkara Mappaoddang Makassar. Alat bukti surat yang diajukan 
didepan persidangan berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.II 
Pelamonia Makassar No.: VER/17/IV/2011 tanggal 11 April 2011 dan 
Visum Et Repertum Nomor : VER/16/IV/2011/Rumkit tanggal 11 April 
2011, yang ditanda tangani oleh dr. Chairul Anwar dokter pada R.S. 
Bhayangkara Mappaouddang Makassar. 
Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
 
3) Unsur dalam lingkup rumah tangga. 
Bahwa sebagaimana diterangkan dalam undang-undang ini yang 
dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah : 
a. Suami, istri dan anak. 
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 
sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, 
perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap 
dalam rumah tangga; dan atau 
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam 
rumah tangga tersebut. 
Sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan 
yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan 
keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar saksi 
korban Sarika Dewi als. Rika adalah isterinya dan Lk. Andri Gustiawan 
adalah anak kandung terdakwa sendiri dimana terdakwa tinggal 
serumah dengan korban. 
 Dalam hal ini telah jelas bahwa saksi korban Sarika Dewi dan Andri 
Gustiawan merupakan bagian dalam lingkup rumah tangga sesuai yang 
dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan ini. 
 Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
 
4) Unsur yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan 
anaknya. 
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan 
yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan 
keterangan terdakwa sendiri, maka telah jelas terdakwa Heryanto alias 
Anto telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan anak 
kandungnya sendiri yaitu saksi korban Sarika Dewi dan Andri 
Gustiawan. 
Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
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Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam 
analisa hukum diatas, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini 
menarik kesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah 
dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan 
tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 44 ayat 
(1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga, dan karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka 
tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya. 
Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat 
dipersalahkan dan jatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu 
ditinjau tentang pertanggung jawaban pidananya, apakah ada alasan-
alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana. 
Bahwa sepanjang pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan ini, 
tidak ditemukan adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun 
alasan penghapusan penuntutan, sehingga perbuatan terdakwa 
tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat 
dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar Pasal 44 
ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga. 
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Pertimbangan tuntutan pidana : 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka pada korban 
Hal-hal yang meringankan : 
- Bahwa saksi korban sudah mencabut laporannya tersebut dan sudah 
kembali serumah dengan terdakwa, sehingga saksi korban sudah 
tidak keberatan lagi atas perbuatan terdakwa tersebut; 
-  Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; 
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi perbuatannya tersebut. 
-  Terdakwa belum pernah dihukum. 
 Berdasarkan hal tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum 
dalam perkara ini, dengan memperhatikan undang-undang yang 
bersangkutan, “menuntut” supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa Heryanto alias Anto, terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana “telah melakukan perbuatan kekerasan 
fisik terhadap istri dan anaknya, yang menyebabkan luka”, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam 
dakwaan pertama. 
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2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERYANTO alias ANTO, 
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 
dikurangi selama terdakwa ditahan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu ijuk dirampas 
untuk dimusnahkan. 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah). 
 
3. Amar Putusan 
M E N G A D I L I : 
1. Menyatakan terdakwa : HERYANTO ALS ANTO tersebut diatas 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana : “ Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik 
terhadap isteri dan anaknya ” 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan 
pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sapu ijuk dirampas 
untuk dimusnahkan ; 
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah). 
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B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
Terhadap Terdakwa Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
dan Mengkaji Putusan No.870/PID.B/2011/PN.MKS. 
Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap 
kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa 
Heryanto alias Anto terhadap saksi korban Sarika Dewi alias Rika dan 
Andri Gustiawan adalah sebagai berikut : 
 Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya 
terdakwa akan mengajukan pembelaannya secara lisan yaitu mohon 
keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji 
untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ; 
 Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan atas 
dakwaan sebagai berikut : 
Pertama : melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; atau 
Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; 
Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak 
didampingi Penasihat Hukum ; 
Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum, atas pertanyaan Majelis, terdakwa menyatakan 
mengerti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. 
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Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum 
mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu : SARIKA DEWI ALS RIKA yang 
memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan dan 1 
(satu) orang saksi yaitu saksi : HERIADI DG BAU, dibacakan di 
persidangan karena saksi tersebut sudah dipanggil namun tidak hadir di 
persidangan seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan ; 
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut oleh 
terdakwa membenarkannya ; 
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 
terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat dalam 
Berita Acara Persidangan ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian yang didukung 
pula dengan barang bukti yang ada, sehingga melahirkan kesimpulan 
bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
atas tindak pidana : “Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik 
terhadap isteri dan anaknya “. ; 
Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa 
akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya 
dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
sebagai berikut : 
 Hal yang memberatkan : 
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada korban ; 
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Hal yang meringankan : 
- Bahwa saksi korban sudah mencabut laporannya tersebut 
dan sudah kembali serumah dengan terdakwa, sehingga 
saksi korban sudah tidak keberatan lagi atas perbuatan 
terdakwa tersebut ; 
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ; 
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji 
tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ; 
- Terdakwa belum pernah dihukum ; 
Menimbang, bahwa pidana sebagaimana terurai dalam amar 
putusan, dinilai Majelis Hakim sudah memenuhi rasa kepatutan dan 
keadilan ; 
Menimbang, bahwa selanjutnya tentang lamanya terdakwa berada 
dalam tahanan sementara, maka perlu ditetapkan bahwa dalam 
menjalani pidana yang dijatuhkan akan diuraikan seluruhnya ; 
Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini harus dirampas 
untuk dimusnahkan ; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti 
bersalah dan dipidana, maka ia harus membayar biaya perkara ; 
Memperhatikan Pasal-pasal dan Perundang-undangan serta 
peraturan lain yang bersangkutan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang menangani 
kasus tersebut, bahwa dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa 
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terbukti dan mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 44 
ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga dengan maksimal ancaman pidananya adalah 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling 
banyak Rp.15.000.000,00. Jika semua unsur-unsur dalam Pasal yang 
didakwakan terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi ditambah 
dengan keyakinan hakim. 
Dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa 
Heryanto Als Anto yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 
kekerasan dalam rumah tangga menuntut terdakwa dijatuhi pidana 
penjara 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam 
tahanan, sedangkan dalam putusan pengadilan yang hanya 
menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan 
masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang dijatuhkan. Ini berarti putusan atau sanksi pidana yang 
dijatuhkan oleh hakim 4 (empat) bulan lebih ringan dari tuntutan jaksa 
penuntut umum, dan atau 5 (lima) bulan, lebih ringan dari ancaman 
pidana maksimal yang telah ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) UU 
No.23 Tahun 2004 tetntang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. 
Menurut Jamuka Sitorus, SH. M. Hum. Sebagai Hakim Ketua yang 
menangani kasus tersebut mengatakan bahwa : 
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“Penjatuhan sanksi pidana terhadap terpidana Heryanto Als. Anto, 
yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, telah sesuai 
berdasarkan beberapa alasan yang meringankan sanksi pidana 
terhadap terpidana Heryanto Als Anto seperti : terdakwa mengakui 
terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan terdakwa adalah tulang 
punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum.” 
 
Namun penulis berpendapat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan 
terhadap terpidana Heryanto alias Anto masih sangat ringan, 
mengingat tindak pidana yang dilakukan pelaku mengakibatkan luka 
pada korban dan akan mengakibatkan trauma dimana korban tersebut 
adalah istri dan anak terpidana sendiri. Meskipun dengan adanya 
alasan yang meringankan pidananya. Karena, menurut penulis pribadi 
sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana Heryanto alias Anto 
tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut 
bagi terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, 
sebagaimana fungsi pidana pada mestinya. 
 Adanya ketentuan teori pemidanaan yang tentang ancaman pidana 
yang diketahui oleh masyarakat umum inilah yang dapat membuat 
setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan karena melihat 
teori pemidanaan relative yang mempunyai tiga macam sifat yaitu, 
bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki dan membinasakan. 
 Namun, hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam 
menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa akan tetapi meskipun 
demikian seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-
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benar mempertimbangkan segala aspek termasuk aspek pemberian 
rasa takut dan efek jera bagi seseorang. 
 
Kajian Putusan Nomor 870/PID.B/2011/PN.MKS. 
Menurut pandangan penulis, pada kasus kekerasan dalam rumah 
tangga Putusan No.870/PID.B/2011/PN.MKS telah sesuai dengan 
aturan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana terpidana dikenakan Pasal 
44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004, karena terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan perbuatan 
kekerasan fisik terhadap isteri dan anaknya, yang menyebabakan luka” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang 
didakwakan dalam dakwaan pertama. Setelah melihat fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, alat 
bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, Menurut 
pendapat penulis, bahwa perbuatan tersangka memang telah 
memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) 
UU NO.23 Tahun 2004 , yaitu 
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam 
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda 
paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 
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Menurut penulis penerapan hukum Hakim telah sesuai dengan 
Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dimana hakim menjatuhkan pidana 
kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 
(empat) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan 
membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2000,- (dua ribu rupiah). Pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh 
Hakim sudah sesuai dengan perbuatan pelaku, karena perbuatan 
pelaku tidak menyebabkan korban mengalami luka berat dan pelaku 
hanya melakukan perbuatannya sekali. Menurut penulis, pidana yang 
dijatuhkan sudah sesuai dengan UU dan Hakim telah mewujudkan 
keadilan dalam pemberian dan penyelesaian hukuman. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa saling menunjukkan kesesuaian yang didukung 
pula dengan barang bukti yang ada, sehingga melahirkan 
kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah atas tindak pidana : “telah melakukan 
perbuatan kekerasan fisik terhadap isteri dan anaknya”. 
Karena terbukti bersalah maka ia terdakwa akan dijatuhi 
pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya 
dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan.  
2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa 
berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 
membebankan biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu 
rupiah). Pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Hakim 
sudah sesuai dengan perbuatan pelaku yang tidak 
menyebabkan korban luka berat dan pelaku hanya 
melakukan perbuatannya sekali. 
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3. Kasus ini tidak menggunakan UU perlindungan anak karena 
dalam kasus ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan 
telah memenuhi unsur-unsur dalam UU No.23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut : 
1. Disarankan Hakim sebelum memeriksa perkara harusnya 
meneliti dengan baik perkara tersebut. Karena dalam 
perkara ini, saksi korban sudah mencabut laporannya 
tersebut dan sudah kembali serumah dengan terdakwa.  Dan 
apabila saksi korban mencabut laporannya berarti tidak 
memenuhi syarat penuntutan. Karena syarat formal harus 
dipenuhi terlebih dahulu. 
2. Disarankan dalam kasus seperti ini seharusnya tidak dijatuhi 
hukuman karena yang mesti dan lebih baik dilakukan adalah 
didamaikan (mediasi). 
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina 
keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan 
merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati 
oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga 
keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng (kekal), 
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antara suami dan istri harus selalu adanya saling menjaga, 
menyayangi, menghormati dan menghargai agar rumah 
tangga tetap harmonis dan harus adanya komunikasi yang 
sehat antara suami dan istri agar setiap masalah bisa 
terselesaikan dengan baik dan kekeluargaan. 
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